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PERATURAN BUPATI PACITAN

NGMGR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PRSP

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NGMGR -
42 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN

Menlmbang

Mengingat

i TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. a.

c,

o

BUPATI PACITAN,

bahwa guna tertib administrasi pengelolaan
keuangan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan
pada tahun anggaran 2013 dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
perlu dilakukan pergeseran anggaran;

A

. i bahwa sesuai dengan Pasal 160 ayat (4) Peraturan

{ Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir
i dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011, Pergeseran anggaran antar rincian
obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan -
i antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan
: dilakukan dengan cara mengubah peraturan
i kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai
. dasar pelaksanaan;

i bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan .
¢ huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
! tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
i Pacitan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -

: Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2013.

.
L]

. ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tcntang

i Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
' Lingkungan  Propinsi Jawa Timur (Lembaran
iNegara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
; Lembaran Negara Nomor 9);

. :Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang

;Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
‘Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
;Ncgara Nomor 3312) sebagaimana telah di ubah
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: dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994
: (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
: Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
i Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
i Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
= Negara Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
i Kenangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
: Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor

! 4286);

5., Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
» Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun
i 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
. Nomor 4355);

6. s Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
: Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab
‘ ; Keunangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
: Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
44OOL

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
i Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
3(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

8. ¢ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
5Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
;2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
' Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapakali
i diubah Terakhir dengan Undang- Undang Nomor
;12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008
i Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
'4844L

9, ¢ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
! Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
: dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
52004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
: Nomor 4438);

10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
:Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
sNegara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
i Lembaran Negara Nomor 5049);

11.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
. Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
i(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82,
: Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

i



- L3
R PR W JEY)

12, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
: tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
! Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun
} 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
! Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
i tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
a Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90,
) Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416)"
i sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
{ dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun.
{ 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
. 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
; tentang  Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
{ Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
. 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

15, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
. tentang Pinjaman  Daerah (Lembaran Negara
i Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran
: Negara Nomor 4574);

16, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
. tentang  Dana  Perimbangan (Lembaran Negara
i Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
! Negara Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
i tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
: (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

18, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
‘Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
. Lembaran Negara Nomor  4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
: tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan .
i Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
‘Negara Tahun 2005 Nomor 150,. Tambahan
: Lembaran Negara Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
i tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005
ENomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor
: 4857);

21, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
i tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas -
i Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
{ Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
: Lembaran Negara Nomor 4582);
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
i Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi .
. Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor.
: 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
: tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
: Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
' Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
! Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
i Lembaran Negara Nomor 4737);

24, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
: tentang  Pengelolaan  Uang  Negara/Daerah
i (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83,
: Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
: tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
: Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
' Lembaran Negara Nomor 4741);

26' Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang
! Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran -
Ncgara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
i Lembaran Negara Nomor 4972), sebagaimana telah -
i i diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83
‘ Tahun 2012;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
. tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
: Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
: Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119,
i Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran

Ncgara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lcmbaran Negara Nomor 51695);

29! Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012
! tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2012
=Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor
55272L

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
*2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
:Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
_terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
{2007 tentang  Pengelompokan  Kemampuan
'Keuangan Daerah, Penganggaran = dan
chrtanggunawaban Penggunaan  Belanja
. Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata
:Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasl Intensif
:dan Dana Operasional;
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32. Peraturan  Menteri Keuangan Nomor
84 /PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas
penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai
basil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan
* Peraturan Menteri Keuangan Nomor
i 20/PMK.07/2009;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
; 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
: Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran
:dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan
: Bantuan Keuangan Partaj Politik;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
. 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
: Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran
¢ Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
: diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
. Nomor 39 Tahun 2012;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
' Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
. Anggaran 2013;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1
jTahlm 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
; Keuangan Pimpinan dan  Anggota DPRD
! Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah
;Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E Tahun 2005)
; | sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan
{Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah
i Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 11);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2
i Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada
’  Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Nomor 27 Tahun 2006} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan
;Nomor 24 Tahun 2007 (Lembaran Daerah
: Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 31);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7
:Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
aKeuangan Daerah
,(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
:2006 Nomor 7);

39, Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12
‘Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa
Tlmur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
; Tahun 2007 Nomor 13);
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40 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13
 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
! Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran -

. Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 14); -

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18
i Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
: Kabupaten Pacitan Lembaran Daerah Kabupaten

i Pacitan Tahun 2007 Nomor 25);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19
! Tahun 2007 tentang Oiganisasi Sekretariat Daerah
; dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
i (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007
; Nomor 26);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20

{ Tahun 2007 tentang Oiganisasi Dinas Daerah
i Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten
. Pacitan Nomor 27 Tahun 2007) sebagaimana
» telah  beberapakali diubah terakhir dengan
. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012

. (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21
: Tahun 2007 tentang O1ganisasi Lembaga Teknis
! Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah
: Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 28)
: sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
, dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012
i (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor S);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22
! Tahun 2007 tentang Organisasi Kccamatan dan -
: Kelurahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah:
i Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 29);

46. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
! Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha
: Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten
! Pacitan Tahun 2008 Nomor 7) yang telah diubah-
‘ dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan’
¢ Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah
= Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 8);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5
! Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah

. Daerah pada PT Bank Jatim (Lembaran Daerah

! Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 5);

48:. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8
 Tahun 2010 Tcntang Pajak Hotel (Lembaran Daerah
i Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 8);

49, Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9
; Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran (Lembaran
¢ Daerah Kabupaten Pacitan Tahtn 2010 Nomor 9);
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50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10:

! : Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran
; Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 10);

51_. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11
: Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame (Lembaran
: Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 11);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12
¢ Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan
¢ (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

: Nomor 12);

53: Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13
i Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam
‘ dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
: Tahun 2010 Nomor 13);

54‘ Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14
: Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir (Lembaran
f Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 14);

55, Peraturan Dacrah Kabupaten Pacitan Nomor 15
; Tahim 2010 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran -
i Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 15);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 16
: Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet
i (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010
; Nomor 16);

57. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18
{ Tahun 2010 Tcntang Retribusi Penggantian Biaya
; Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
' Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2010 Nomor 18);
i

58 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19
Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di
'Tcpl Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
: Pacitan Tahun 2010 Nomor 19);

59, Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20
iTahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian
; Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten -
i Pacitan Tahun 2010 Nomor 20j;

60. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21
i Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi
‘dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten
{ Pacitan Tahun 2010 Nomor 21});

3 .
61! Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22
: Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Keehatan
‘ (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010
Nomor 22);

PUIPE .
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62 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5
i Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
i Jangka Panjang (RPJP} Daerah Kabupaten Pacitan

¢ Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011
. Nomor S);

63. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8.
i Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat
Pcnjualan Minuman ber Alkhohol (Lembaran
t Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 8};

64. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9
i Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian
i Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah
. Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 9});

65. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 -
{ Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya
, Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan

: Tahun 2011 Nomor 10};

66. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11
;Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
;Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan
: Tahun 2011 ~ 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
; Pacitan Tahun 2011 Nomor 11};

67. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18
i Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan
: Ikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 18};

68 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19
Tahun 2011 tentang Retribusi Pemenksaan Alat
Pcmadam Kebakaran (Lembaran Daerah
;Tahun 2011 Nomor 19};

69. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20
: Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran
* Daerah Tahun 2011 Nomor 20};

70. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21
:Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus
} Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21});

71: Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 ‘
‘Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek
« (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 22};

72. Peraturan Daerah Kabuapten Pacitan Nomor 23
:Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong
‘Hewan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 23};

73. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24
iTahun 2011 tcntang Retribusi  Pelayanan
i Persampahan/Kebersihan  (Lembaran  Daerah
» Tahun 2011 Nomor 23};
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Menetapkan :

i

74. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25
# Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan
i Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
' Tahun 2011 Nomor 25); '

75. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26
. Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran
; Daerah Tahun 2011 Nomor 26);

76 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27
: Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Dacrah (Lemabaran Daerah Tahun 2011 Nomor 27); -

77 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
. (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28);

78. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10
t Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan
‘Bclanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah
i Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 10);

79. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun 2012
{ Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan
i Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013
i (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012
' Nomor 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah
i terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor
© 24 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan
:Tahun 2013 Nomor 24).
i
: MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NGMGR 42
TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PACITAN TAHUN ANGGARAN 2013,

Pasall

Beberapa Ketentuan:dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun
2012 Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2012 Nomor 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan .
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 24 Tahun 2013 (Berita Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Pada Lampiran IV Nomor urut 4, 6, 7 dan 8 diubah dan selengkapnya
berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini,
i

2. Pada Lampiran 1l Halaman 682 kolom 4, penjelasan rincian alokasi
dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Nomor urut 59,
139, 223, 365, 430, 445, 599 dan 634 diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

!
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Pasal 11

T T TRIT e WPt L

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
[}

Agar setiap oran;g mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pacitan !

e Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal |4 - 4 - 2013
BUPATI PACITAN
{
? A
, INDARTATO
i
. }
i
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Pasal II

]
T

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupatli ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pacitan
Ditetapkan di Pacitan

Pada Tanggal 14 - 6 - 2013

'BUPATI PACITAN
' Cap.ttd

t INDARTATO
Diundangkan di Paicitan

Pada tanggal 14 Juni 2013
i

SEKRETARIS QAERAH

PP

—

~ Ir. MULYONO, MM,
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KA:BUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 27
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LAMPIRANI : PERATURAN BUPATI PACITAN
; NOMOR : TAHUN 2013
P TANGGAL _ : - - 2013
DAFTAR NAMA; PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI
BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
NO PENERIMA BANSOS ALAMAT JUMLAH (Rp)
1 2 3 4
4 | RASKINDA/Rumah Tangga Sangat | Kabupaten Pacitan 1.918.620.000,00
Miskin (RTSM) Grindulu Mapan
6 | Bantuan Pendidikan Siswa | Kabupaten Pacitan 511.600.000,00
Grindulu Mapan :
7 | RTSM Grindulu Mapan Kabupaten Pacitan 120.000.000,00
'8 | RTSM Tilik Warga Kabupaten Pacitan 100.000.000,00
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BUPATI PACITAN
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NOMOR : 27 TAHUN
’ | TANGGAL : 14 . 6 .

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PACITAN

2013
2013

H

PENJELASAN RINCIAN DANA BANTUAN KEUANGAN
. KEPADA PEMERINTAH DESA

i
1
¢
i
1
t
€
3
!

NO PENJELASAN
59 | Rabat Jalan Dsn. Krajan Ds. Jetak Kec. Tulakan 50.000.000,00
139 |Bantuan Rabat Jalan Dsn. Karang Tengah Ds.| 75.000.000,00
Sanggrahan Kec. Kebonagung
i
223 | Rabat Jalan Dsn. Krajan Ds. Gembuk Kec, Kcbonagung 26.000.000,00
!
365 |Bantuan makadam jalan Rt 02 Rw 10 Ds. Pelem Kec.| 60.000.000,00
Pringkuku.
. i
430 |Rabat jalan Dsn. Waluh Towo Ds. Wonodadi Kulon Kec.| 20.000.000,00
Ngadirojo ;
445 [Rabat jalan Lingk. Miri Jurang Dsn. Kehak Ds. Mantren| 50.000.000,00
Kec. Kebonagung
5
599 | Pembangunan talud dan pelebaran jalan Dsn. Salamrejo | 25.000.000,00
Desa Kebonagung Kec. Kebonagung -'
634 | Rabat Jalan Dsn. Crabak Ds. Mendolo Lor Kec. Punung 25.000.000,00
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